BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA

Menimbang :

Mengingat

a.

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, telah dibentuk
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kelancaran
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Karo
Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa Di Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupatitentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang...
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11.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir denganUndang-Undang Nomor 9Tahun 2015tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

12. Peraturan...
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2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

16. Peraturan Bupati Karo Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2015 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 3 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karo Nomor
3 Tahun 2015tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 03);

17. Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 19);

18. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2016 Nomor 35)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

19. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah
Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016
Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Karo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah
Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017
Nomor 095);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA
CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.



Pasal I...

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 19)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Karo.

PemerintahDaerahadalah Bupatisebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Karo.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih
langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia
barang/jasa.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan wusaha atau
perorangan yang menyediakan barang/jasa.

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi
sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK
adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa
dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat Desa.

Nilai Kegiatan adalah jumlah pagu anggaran dalam satu
kegiatan.



2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1)huruf e diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

2. Ketentuan...

rasdl o

Pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-

prinsip:

a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang minimum
untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang
ditetapkan atau menggunakan dana yang telah
ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan
kualitas yang maksimum;

b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai
dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan
serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi
mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat
diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia
barang/jasa yang berminat;

d. pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa
harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi
masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan
desanya;

e. gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja oleh
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
di desa; dan

f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa
sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika

meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan

pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (7) diubah, serta ayat (8) Pasal 6
dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 6

Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk
Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
Keputusan Kepala Desa.

TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD).

Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), adalah Kepala Urusan/Kepala Seksi yang memiliki
kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), adalah Ketua, Sekretaris, dan atau
Anggota LKD yang aktif dan memiliki kompetensi di
bidangnya.



(6)

(7)

TPK ditetapkan berjumlah ganjil, 3 (tiga) orang untuk

50.000.000,- da (6). TPK...
Barang/Jasa yaiig vciiiudal 1Culll DESal Udll INP. OU.UUU.UUU,-
terdiri atas :

a. Ketua, berasal dari unsur Perangkat Desa;

b. Sekretaris, berasal dari unsur LKD; dan

c. Anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau
dari unsur LKD.

Setiap anggota TPK harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. memiliki Integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam
melaksanakan tugas;

b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah
terlibat korupsi,kolusi dan nepotisme;

c. tidak menjabat sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Bendahara di Pemerintah Desa, dan anggota Badan
Permusyawaratan Desa; dan

d. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

(3)

(4)

(9)

Pasal 7

Pemerintah Desa menyediakan biaya umum kegiatan

kepada TPK.

Biaya umum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

a. operasional TPK;

b. honorarium TPK; dan

c. jasa konsultan.

Biaya umum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan untuk kegiatan pekerjaan konstruksi

dan/atau non konstruksi baik yang dilakukan dengan

cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

Besaran biaya umum kegiatan untuk pekerjaan non

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sebagaimana berikut :

a. Operasional TPK maksimal 1% (satu persen) dari nilai
kegiatan; dan

b. Honorarium untuk TPK maksimal sebesar 1% (satu
persen) dari nilai kegiatan.

Besaran biaya umum kegiatan untuk pekerjaan

konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sebagaimana berikut :

a. Operasional TPK maksimal 1% (satu persen) dari nilai
kegiatan;

b. Honorarium untuk TPK maksimal sebesar 2% (dua
persen) dari nilai kegiatan;

c. Jasa konsultan perencana maksimal sebesar 1% (satu
persen) dari nilai kegiatan; dan

d. Jasa konsultan pengawas maksimal sebesar 1% (satu
persen) dari nilai kegiatan.



(6) Besaran honorarium TPK untuk setiap kegiatan

Sebagaimal’la r]-:mr\‘l’(\'!-!tq mAndA Axrat (NA) Tharsmaf Ta AAan Axra + (=)
huruf b dapat (6) Besaran...
dalam pembagiannya dyadikan 1UUYo (SETALUS PErser)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai dengan
Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan
sebagai berikut :

1. Ketua sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Sekretaris sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
3. Anggota sebesar 25% (dua puluh lima persen)

b. Pengadaan barang/jasa  yang bernilai diatas
Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan
sebagai berikut :

1. Ketua sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. Sekretaris sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
3. Anggota sebesar 45% (empat puluh lima persen)

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 7A

Operasional TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(4) huruf a dan ayat (5) ayat a dipergunakan untuk
dokumentasi, ATK, biaya transport dan media informasi
kegiatan.

Jasa konsultan perencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (5) huruf c dipergunakan untuk Rencana
Anggaran Biaya (RAB) yang dilengkapi analisa pekerjaan,
gambar kerja dan sketsa.

Jasa konsultan pengawas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (5) huruf d dipergunakan untuk melakukan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan
pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari laporan harian,
mingguan dan bulanan yang disampaikan kepada TPK.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat
yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 8

TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa
di desa pada kantor kepala desa;

b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan

data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat

dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos

angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan

diadakan;

menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;

khusus Pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar

rencana kerja sederhana/sketsa;

e. menetapkan penyedia barang/jasa;

f. membuat rancangan Surat Perjanjian;

B0
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menandatangani Surat Perjanjian;
menyimpan dan menjaga keutuhan = dokumen
pengadaan Barang/Jasa; dan

5 09

i, melaporkan i. melaporkan...

Pengadaan Barang/jasa kepada Kepala Desa dengan
disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian
Pekerjaan.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat
menggunakan konsultan perencana dan konsultan
pengawas sesuai dengan keahlian di bidangnya.

(3) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau
menandatangani surat perjanjian dengan penyedia
Barang/Jasa apabila :

a. Belum tersedia anggaran; dan
b. Melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya TPK memiliki kewenangan
penuh untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa
dan tidak dapat diintervensi oleh kepala desa.

. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 ditambah 1 (satu) huruf yaitu
huruf d dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa
dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun
memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di
Desa.

(2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa harus
memiliki kriteria sebagai berikut:

a. memiliki tempat usaha dengan alamat tetap, jelas dan
dapat dijangkau dengan jasa pengiriman serta usaha
yang masih aktif didukung dengan Surat Pernyataan
Kebenaran Usaha dari Pemilik Usaha (Format Lampiran
I);

b.untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan
tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan;

c. Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP); dan

d. Memiliki persediaan bahan bangunan dan angkutan
untuk penyedia barang konstruksi.

(3) Contohkebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung
pelaksanaan swakelola dan kebutuhan barang/jasa secara
langsung di Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(4) Surat Pernyataan Kebenaran Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 20 diubah
sehinggaberbunyi sebagai berikut :
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Pasal 20

(1) TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat
Perjanjian.

(2) Apabila terdape (2) Apabila...
melakukan pe )
kepada Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana
yang disyaratkan didalam Surat Perjanjian.

(3) Penyedia barang/Jasa dapat mengajukan permintaan
pembayaran melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.

(4) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100%
(sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan
hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan, dan Berita Acara Serah
Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Berita Acara
Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Juli 2017

BUPATI KARO,
dto

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 19 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,
dto

JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR 18



